
 
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN TAKALAR 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM   

KABUPATEN TAKALAR  

NOMOR 19 TAHUN 2026 

 

TENTANG  

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA  

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Anggota 

JDIH terdiri atas anggota JDIH di sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota merupakan subbagian yang 

menyelenggarakan fungsi di bidang hukum;    

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan 

dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 

2026, maka perlu menetapkan Operator Pengelola 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan 

huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 

tentang Penetapan Operator Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 

2026.      

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863);  

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82);  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377);  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR 

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.  

KESATU : Menetapkan  

Nama : Hj. Harmilia, S.H., M.M 

NIP : 197711272009121003 

Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli 

Pertama      

Sebagai : Operator Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH) 
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KEDUA : Operator Pengelola JDIH, sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM KESATU bertugas untuk melakukan Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan dan 

dalam melaksanakan tugasnya, Operator Pengelola JDIH 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan 

penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh 

unit kerja; 

2. Pemanfaatan sistem informasi hukum yang 

dikoordinasikan oleh pusat JDIH; 

3. Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan unit 

kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota 

JDIH; 

4. Penyediaan sumber daya manusia; dan 

5. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pusat 

JDIH.  

KETIGA : Kepada Operator Pengelola JDIH, sebagaimana dimaksud 

pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku;    

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

         

       Ditetapkan di Takalar 

       Pada tanggal 23 Januari 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TAKALAR, 

 

Ttd 

 

BUDI HARYONO JUMIYANTO 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
 KABUPATEN TAKALAR 

Kepala Sub Bagian  
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,  

 
 
 
 

 Azhari Jupri 
 


